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WALI KOTA BAUBAU

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR: 68 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

bahwa teknologi informasi dan komunikasi mempunyai
peran penting untuk me ' judkan tata kelola pemerintahan
vang baik dan penin‘gAEatan kualitas penyelenggaraan
administrasi pemerintahan yang bersih, efektif, transparan

dan akuntabel;

bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian
hukum kepada semua pil’ilak yang terlibat dalam penerapan
sistem pemerintahan berbasis elektronik serta pelaksanaan
tugas Wali Kota berdasa:rkan ketentuan Pasal 61 ayat (1)
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis ‘ Elektronik, perlu menetapkan
kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang |Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik di Kota Baubau;

Pasal 18 Ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesila Nomor 4120);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 [Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843); sebagaimana telah
diubah dengan Undang |-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informr?si dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Repul?lik Indonesia Tahun 2016 Nomor
251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5952); -




Menetapkan
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah| beberapa kali diubahterakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679,

Peraturan Presiden Nomor |95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALl KOTA TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN

BERBASIS ELEKTRONIK.

BABI
KETENTU|AN UMUM

PaLal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.

2.
3.
4

10.

Daerah adalah Kota Ba.ubaI )
Pemerintah adalah Pemerintah Kota Baubau.
Wali Kota adalah Wali Kotd Baubau.

Perangkat Daerah adalah junsur pembantu Wali Kota dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau dalam
penyelenggaraan urusan| pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

Dinas Komunikasi dan | Informatika adalah perangkat
daerah yang melaksanakan kewenangan daerah dalam
urusan pemerintahan |di bidang komunikasi dan
informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan

urusan pemerintahan bidalng persandian.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya
disingkat SPBE adalah peﬂyelenggaraan pemerintahan yang
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan
terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian
dalam penerapan SPBE secara terpadu.

Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk
mencapai penerapan SEBE yang efektif, efisien, dan
berkesinambungan, serta Layanan SPBE yang berkualitas.

Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh satu
atau beberapa fungsi Aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai
manfaat.

Arsitektur SPBE adaTlah kerangka  dasar yang
mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, Data dan




11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22,

23.
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Informasi, Infrastruktur jSPBE, Aplikasi SPBE, dan
Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang
terintegrasi.

Peta Rencana SPBE adalah
arah dan langkah penyiapan
terintegrasi.

dokumen yang mendeskripsikan
dan pelaksanaan SPBE yang

Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur
dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras,
perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang
utama untuk menjalankalh sistem, aplikasi, komunikasi
data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat

integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.

Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk
penempatan sistem elektronik dan komponen terkait
lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan
pengolahan, dan pernuliharll Data.

Jaringan Intra  adalah
menghubungkan antar
organisasi.

jaringan  tertutup  yang
Timpul jaringan dalam suatu

Sistem Penghubung
integrasi/penghubung
Layanan SPBE.

Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program
komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan
tugas dan fungsi Layianan SPBE di Kementerian
Koordinator.

Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar,
dan digunakan secara bagl pakai oleh unit organisasi, unit
kerja, instansi pusat, dan/ atau pemerintah daerah.

Aplikasi Khusus adalah !Aplikasi SPBE yang dibangun,
dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh unit kerja
untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan
kebutuhan unit kerja lain.

lLayanan adalah  perangkat
uhtuk melakukan pertukaran

Keamanan SPBE adalah
terpadu dalam SPBE.

Audit Teknologi Informasi

pengendalian keamanan yang

dan Komunikasi adalah proses

yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti

secara objektif terhadap
komunikasi dengan tuju

asset teknologi informasi dan
an untuk menetapkan tingkat

kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi

dengan kriteria dan/atau s

Pemantauan SPBE
sistematis melalui verifil
penilaian mandiri untuk
penerapan SPBE.

adg

standar yang telah ditetapkan.

lah proses penilaian secara
kasi Informasi terhadap hasil
mengukur tingkat kematangan

Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis
melalui verifikasi dan klarifikasi Informasi yang dapat

dilanjutkan dengan validasi

penilaian mandiri untuk
penerapan SPBE.

Informasi terhadap hasil
mengukur tingkat kematangan



24,

25.

26.
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Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah,
pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat,
pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan
SPBE.

Data adalah catatan atas

kumpulan fakta atau deskripsi
berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda,
isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang
mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan
suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

Informasi adalah keteranéan, pernyataan, gagasan, dan
tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan,
baik data, fakta, maupun plenjelasannya yang dapat dilihat,
didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai
kemasan dan format sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan |komunikasi secara -elektronik

ataupun nonelektronik.

i
BAB II
RUANG LINGKUP

Pa?
Ruang lingkup Peraturan Wali K
Tata kelola SPBE;
Manajemen SPBE;

a.

Penyelenggaraan SPBE;dan

® a0 T

al 2

ota ini terdiri atas:

Audit Teknologi informatika élan Komunikasi;

Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE.

BAB III
TATA KELOLA SPBE

Bagian

Kesatu

Umum

Pas

Pemerintah Kota Baubau!
SPBE secara terpadu.

Tata Kelola SPBE sebagai
dilakukan terhadap unsur

Unsur SPBE di
meliputi :

Arsitektur SPBE;
Peta Rencana SPBE;

rencana dan anggaran

(1)
(2)
(3)

4.

o

Proses Bisnis;

Data dan Informasi;
Infrastruktur SPBE;
Aplikasi SPBE;

@ ™o Ao

al 3

menyelenggarakan Tata Kelola

mana dimaksud pada ayat (1)

SPBE.

sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

SPBE,;



(1)

(2)

(3)

(9)

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

h. Keamanan SPBE;dan .
i. Layanan SPBE.
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Bagian Kedua
Arsitektihr SPBE

Pasal 4

Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(3) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam
pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi,
Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE
untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu pada

Pemerintah Kota Baubau.

Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat domain arsitektur,

Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat :

a. domain arsitektur Pros'es Bisnis;

b. domain arsitektur Data dan Informasi;
c. domain arsitektur Inerlstruktur SPBE;
d. domain arsitektur Apli;kasi SPBE;

e domain arsitektur Keamanan SPBE;dan
f.  domain arsitektur Layanan SPBE.

Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipetakan dan diselaraskan berdasarkan referensi
Arsitektur SPBE nasional.

Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE
nasional dan rencana strategis OPD.

Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh unit
kerja yang membidangi tuéas dan fungsi SPBE.

Dalam menyusun ArsitektW!ur SPBE, unit kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dapat melakukan konsultasi
dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang aﬂaratur negara.

Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Wali Kot:a dan menjadi pedoman dalam
proses integrasi layanan ST’BE.

|

Pasal 5

Arsitektur SPBE disusu.n| untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun.

Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan reviu pada palruh waktu dan tahun terakhir
pelaksanaan atau  sewaktu-waktu sesuai dengan
kebutuhan.

Reviu sebagaimana dimaklsud pada ayat (2) dilakukan oleh
unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi SPBE.




(4)

(5)

(1)

(5)

(6)

(2)

(3)
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Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
berdasarkan:
a. perubahan Arsitektur SPBE nasional;

b. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;

c. perubahan pada unsur SPBE Kota Baubau
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c
sampai dengan huruf i; atau

d. perubahan rencana sti:rategis OPD.
Hasil reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan kepada tim koordinasi.
Bagian“ Ketiga
Peta Rencana SPBE
Pa:sal 6
Peta Rencana SPBE sebaglaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (3) huruf b memuat:
a. Tata Kelola SPBE;
b. Manajemen SPBE;
c. Layanan SPBE;
d. Infrastruktur SPBE;
e. Aplikasi SPBE; |
f. Keamanan SPBE;danI

g. Audit Teknologi Info l asi dan Komunikasi.

Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE di
Kota Baubau.

Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta
Rencana SPBE nasional,] Arsitektur SPBE, dan rencana
strategis OPD.

Peta Rencana SPBE disusun oleh unit kerja yang
membidangi tugas dan fungsi SPBE.

Dalam menyusun Petaj Rencana SPBE, unit Kkerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan
konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di| bidang aparatur negara untuk
menyelaraskan dengan Peta Rencana SPBE nasional.

Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Wali KojI Baubau.

Pasal 7

Peta Rencana SPBE diqu;un untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun.

Reviu Peta Rencana SPBE|dilakukan pada paruh waktu dan
tahun terakhir pelaksanaan atau
sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berdasarkan:




(6)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

3)
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a. perubahan Peta Rencana SPBE nasional;

b. perubahan rencana strategis OPD.

c. perubahan Arsitektur SPBE; atau

d. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE.

Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan oleh ur[ut kerja yang membidangi tugas
dan fungsi SPBE.

Hasil reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada tim koordinasi.

Bagian Keempat
Rencana da.xr Anggaran SPBE

Pasal 8

Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (3) huruf c disusun sesuai dengan proses
perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah
daerah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta
Rencana SPBE serta dquan mempertimbangkan usulan
dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh organisasi
perangkat daerah.

Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun
usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh unit
kerja dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE dan Peta
Rencana SPBE.

Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dilaksanakan
oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi
perencanaan dan penganggaran dengan berkonsultasi
kepada unit kerja yangl membidangi tugas dan fungsi
Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Penyusunan rencana dan|anggaran SPBE dikoordinasikan
dengan kementerian terkait sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
ProseT Bisnis

Pa‘sal 9

Proses Bisnis sebagajmanzil dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)
huruf d memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan
Informasi, pembangunan, pengembangan, dan penerapan
Aplikasi SPBE, Keamanan|SPBE, dan Layanan SPBE.

Proses Bisnis disusun secara terintegrasi berdasarkan pada
Arsitektur SPBE untuk mendukung pembangunan atau
pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang
terintegrasi.

Proses Bisnis disusun oleh unit kerja yang
menyelenggarakan fungsi organiasi dan Ketatalaksanaan
dengan unit kerja yang| membidangi tugas dan fungsi
Teknologi Informasi dan Komunikasi.




(4)

(1)

(2)

(1)

(2}

(1)

(2)
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Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dikoordinasikan dan/atau dapat dikonsultasikan
dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang aparatur negara.

Proses Bisnis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Wali Kota Baubau

Bagian Keenam
Data dan! Informasi

Pasal 10

Data dan Informasi sebag imana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (3) huruf e mencakup [Data dan Informasi yang dimiliki
oleh Pemerintah Kota Baubau yang diperoleh dari
Pengguna SPBE.

Data dan Informasi disediakan dan dikelola oleh unit kerja
pada Organisasi Perangkat|Daerah sesuai dengan tugas dan
fungsinya berdasarkan prirﬁsip Satu Data Indonesia.

Unit kerja OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bertanggung jawab atas keakuratan Data dan Informasi
yang disediakan serta keamanan Data dan Informasi yang
bersifat strategis dan/ atau'rahasia.

Pasal 11

Data dan Informasi merupakan bagian dan digunakan
dalam penyelenggaraan SPBE.

Penggunaan Data dan| Informasi dilakukan dengan
mengutamakan bagi pakai Data dan Informasi antarunit
kerja di Instansi Pusat,| dan/atau Pemerintah Daerah
dengan berdasarkan tuj| an dan cakupan, penyediaan
akses Data dan Informasi, dan pemenuhan standar
interoperabilitas Data dan Informasi.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur SPBE

Paéal 12

Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (3) huruf f berfilujuan meningkatkan efisiensi,
keamanan, dan kemudahan integrasi untuk memenuhi
kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi unit kerja di
Pemerintah Kota Baubau.

Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a. Jaringan Intra Pemerintah Derah;dan

b. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.

Infrastruktur SPBE disel nggarakan oleh unit kerja yang
membidangi tugas dan fungs1 SPBE.

Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus dimanfaatkan secara bagi pakai oleh seluruh unit
kerja di Pemerintah Kota Baubau.



(5)

(6)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)
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Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE
dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE Kota Baubau.

Infrastruktur SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1) diselenggarakan sesu‘hi dengan standar perangkat,
standar interoperabilitas,; standar keamanan sistem
informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang—unda'mgan.

Pasal 13

Penggunaan = Jaringan | Intra  Pemerintah  Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a
bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan
pengiriman Data dan Informasi antarsimpul jaringan dalam
instansi Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan J armgalln Intra Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud péda ayat (1) dapat menggunakan
jaringan fisik yang dlbalngun oleh Pemerintah Daerah
dan/ atau yang dlbangun oleh penyedia jasa layanan
jaringan.

Pasal 14

Seluruh unit kerja di PBemerintah Kota Baubau harus
menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah untuk
menjaga keamanan pengiriman Data dan Informasi internal.

Penggunaan Jaringan | Intra Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
ketentuan sebagai berikut:

a. membuat keterhubungan dengan Jaringan Intra
pemerintah;

b. mendapatkan pertimbangan Xkelaikan operasi dari
Dinas Komunikasi dan Informatika yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di
bidang komunikasi dan informatika; dan

c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari
kepala lembaga ang menyelenggarakan tugas
pemerintahan di bidang keamanan siber.

Pa |al 15

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal| 12 ayat (2) huruf b harus
menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah.

Seluruh unit kerja di ﬁemerintah Kota Baubau harus
menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
Daerah untuk integrasi data dan layanan SPBE.

Penggunaan Sistem Penﬁhubung Layanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria sebagai
berikut:

a. membuat keterhubungan dan akses Sistem
Penghubung Layanﬁn Pemerintah  Daerah dengan



(1)

(2)

(3)

(5)

(1)

(2)

(2)
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jaringan pemerintah dan Sistem Penghubung Layanan
pemerintah daerah lainnya;

b. memenuhi standar

SPBE

yang ditetapkan

interoperabilitas antar-Layanan
oleh CPD yang

menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan

informatika,

c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari OPD

yang menyelenggara
bidang komunikasi da

d. mendapatkan pertiml
lembaga yang menye
di bidang keamanan s

kan wurusan pemerintahan di
in informatika; dan

bangan kelaikan keamanan dari
lenggarakan tugas pemerintahan
iber.

Pasal 16
Dalam menyelenggarakan | Infrastruktur SPBE, pemerintah
daerah melaksanakan | fungsi layanan pusat
komputasi/pusat kendali.

Layanan pusat komputasi/pusat kendali di Pemerintah Kota
Baubau sebagaimana dim.laksud pada ayat (1) dikelola oleh
unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi teknologi
informasi dan komunikasi.|

Seluruh unit kerja di Pemerintah Kota Baubau harus
memanfaatkan layanan pusat komputasi/pusat kendali.

Layanan pusat komputasi/pusat kendali dilakukan reviu
pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau
sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Reviu layanan pusat komputasi/pusat kendali sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Sekretaris melalui
tim koordinasi SPBE Pemerintah Kota Baubau.

;‘ asal 17

Dalam hal Pusat Data |nasional telah ditetapkan dan
tersedia, Pemerintah Kota Baubau harus menggunakan
Pusat Data nasional.

Jaminan ketersediaan pepyimpanan Data dalam layanan
Pusat Data nasional dilaksanakan oleh unit kerja yang
membidangi tugas dan fungsi Teknologi Informasi dan
Komunikasi.

Bagian K;edelapan
Aplikasi SPBE
Pasal 18

Aplikasi SPBE sebagai a dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(3) huruf g digunakan oleh unit kerja di Pemerintah Kota
Baubau untuk memberikan layanan kepada Pengguna
SPBE.

Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas :

a. Aplikasi Umum,; dan




(3)

(4)

()

(6)

(7)

()

(10)
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b. Aplikasi Khusus.

Pembangunan dan pengembangan  Aplikasi SPBE
mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang
dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem
yang meliputi tahap: ‘

kajian kebutuhan;

rancang bangun;

a
b
c. implementasi;
d. pengujian kelaikan,;
e

pemeliharaan; dan

{. evaluasi.

Pembangunan dan Pengclembangan Aplikasi pada (unit
kerja/perangkat daerah) sebagalmana yang dimaksud pada
ayat (3) dikonsultasikan oleh unit kerja yang membidangi
tugas dan fungsi teknologi inforrnasi dan komunikasi.

Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi di Pemerintah
Kota Baubau sebagalmana yang dimaksud pada ayat (4)
terpadu dan dikendalikan oleh unit kerja yang membidangi
tugas dan fungsi teknologi i11:1f01‘111&151 dan komunikasi.

Pembangunan dan/atau | pengembangan Aplikasi SPBE
dilakukan berdasarkan Arslitektur SPBE.,

Dalam hal Aplikasi UmuxIn sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a telah tersedia, unit kerja di Pemerintah
Kota Baubau harus menggunakan Aplikasi Umum.

Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b dapat dibangun dan dikembangkan oleh unit kerja di
Pemerintah Kota Baubau sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Khusus di
Pemerintah Kota Baubau sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (8] berkoordinasi dengan unit kerja yang
membidangi tugas dan fungsi teknologi informasi dan
komunikasi.

Hak cipta atas Aplikasi SPBE beserta kelengkapannya yang
dibangun dan/atau dikembangkan atas biaya Pemerintah
Kota Baubau sebagaumanl;1 dimaksud pada ayat (2) menjadi
milik Pemerintah Kota Balibau dan tidak dapat digunakan
di luar Pemerintah Kota |Baubau tanpa persetujuan dari
unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi teknologi
informasi dan komunikasi:

Bagian Kesembilan
Keamanan SPBE

Pasal 19

Keamanan SPBE sebagalmana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (3) huruf h dltujukan untuk melindungi aset Data dan
Informasi, Infrastruktur fSPBE dan Aplikasi SPBE dari
pihak yang tidak bertanggung jawab.

Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi penjaminan:



(3)

{4

(5)

(1)

(2)

(6)
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kerahasiaan;
keutuhan;
ketersediaan;

keaslian; dan

o B0 TP

kenirsangkalan.

Seluruh unit kerja di Pemerintah Kota Baubau harus
menerapkan Keamanan SPBE.

Penerapan Keamanan I|SPBE dilaksanakan dengan
memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengendalian Keamanan S BE di Pemerintah Kota Baubau
dilakukan oleh unit kexja yang menyelenggarakan tugas
dan fungsi teknologi 1nforma31 dan komunikasi.

Bagian K;esepuluh
Layana?n SPBE

Paslal 20

Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(3) huruf i terdiri atas: |

a. layanan administ\}lasi pemerintahan berbasis
elektronik; dan

b. layanan publik berba;sis elektronik.

Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal
birokrasi dalam rangké meningkatkan kinerja dan
akuntabilitas di Pemerintah Kota Baubau.

Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik
meliputi layanan yang ‘mendukung kegiatan di bidang
perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang
dan jasa, kepegawaian, ‘kearsman dinamis, pengelolaan
barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja,
dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal
Pemerintah Kota Baubau. '

Layanan publik berbasis elek‘tronlk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang
mendukung pelaksanaan, pelayanan publik di Pemerintah
Kota Baubau. |

Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang
mendukung kebutuhan birokrasi pemerintahan, meliputi:

a. pengaduan publik;
b. dokumentasi dan Informasi hukum;
c. pengawasan internal; dan/atau
d

layanan publik sesuai dengan kebutuhan Pemerintah
Kota Baubau.

Unit kerja yang menyelenggarakan Layanan SPBE
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab
sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.




Manajemen SPBE meliputi : i

=SS S Y -V S

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)
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BAB IV
MANAJ ElTIEN SPBE
Bagian| Kesatu
Un}um
Pasal 21

manajemen risiko;
manajemen keamanan Informasi,

manajemen Data;

manajemen aset teknologi ilnforrnasi dan komunikasi;
manajemen sumber daya manusia;

manajemen pengetahuan;

manajemen perubahan;dan

manajemen Layanan SPBE.

Bagia!n Kedua
Manajemen Risiko

Pasal 22

Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan
pelaksanaan SPBE denga%n meminimalkan dampak risiko
dalam mencapai tujuan SEBE.

Manajemen risiko dilakukan melalui proses identifikasi,
analisis, pengendalian, Pemantauan SPBE dan Evaluasi
SPBE terhadap risikoc dalam pelaksanaaan SPBE di
Pemerintah Kota Baubau.

Pelaksanaan manajemen| risiko sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja yang
menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan
dan pengendalian internal

Manajemen risiko SPBI% dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 23

Manajemen keamanan I]ilformasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 huruf b bertujuan menjamin
keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak
risiko keamanan Informasi.

Manajemen keamanan | Informasi dilakukan melalui
penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab,
perencanaan, dukungan |pengoperasian, evaluasi Kinerja,
dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan
Informasi.

Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan oleh seluruh
unit kerja di Pemerintah Iéota Baubau.



(4)

(1)

(2)

(4)

(1)

(2)

(3)

(5)
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Pelaksanaan manajemen keamanan Informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja
yang membidangi tugas dan fungsi teknologi informasi dan
komunikasi.

Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian|Keempat
Manajemen Data

Pasl,al 24

Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf ¢ bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang
akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai
dasar  perencanaan, |pelaksanaan, evaluasi, dan
pengendalian pembangunan nasional.

Manajemen Data dilakuk <an melalui proses pengelolaan
arsitektur Data, Data mduk Data referensi, basis Data,
kualitas Data dan mteroperablhtas Data.

Manajemen Data dﬂaks?.nakan oleh unit kerja yang
membidangi tugas dan fut}gsi yang bersangkutan.

Manajemen Data dilaks:anakan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Manajemen [Aset Teknologi

Pasal 25

Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 21 huruf d bertujuan
untuk  menjamin ketersediaan dan optimalisasi
pemanfaatan aset teknologl informasi dan komunikasi
dalam SPBE.

Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi
dilakukan melalui proses perencanaan, pengadaan,
pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan
perangkat lunak yang digunakan dalam pelaksanaan SPBE
di Pemerintah Kota Baubau.

Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi
dilaksanakan oleh seluru'h unit kerja di Pemerintah Kota
Baubau.

Manajemen aset tekno{ogi informasi dan komunikasi
dikoordinasikan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas
dan fungsi di bidang teknologl informasi dan komunikasi.

Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.




(2)

(4)

(9)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(2)
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Bagian
Manajemen Sumn

| Keenam
iber Daya Manusia

Pasal 26

Manajemen sumber daya
dalam Pasal 21 huruf

manusia sebagaimana dimaksud
e bertujuan untuk menjamin

keberlangsungan dan peningkatan mutu dan Layanan

SPBE.

Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui proses

perencanaan,
pendayagunaan sumber

pengempbangan,
daya manusia dalam pelaksanaan

pembinaan, dan

SPBE di Pemerintah Kota Baubau.

Manajemen sumber daya

manusia dilaksanakan oleh unit

kerja yang membidangi tugas dan fungsi pengembangan

sumber daya manusia.

Manajemen sumber

daya manusia  memastikan

ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk
pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.

Manajemen  sumber

daya manusia dilaksanakan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan

Pa

Manajemen pengetahuan
Pasal 21 huruf f bertuju

sal 27

sebagaimana dimaksud dalam
an untuk meningkatkan kualitas

Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan

keputusan dalam SPBE.

Manajemen pengetahua
pengumpulan, pengolahar

n dilakukan melalui proses
1, penyimpanan, penggunaan, dan

alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam

penyelenggaraan SPBE di

Manajemen pengetahuan
kerja di Pemerintah Kota I

Manajemen pengetahuan
yang membidangi tugas d

Manajemen  pengetahus
ketentuan peraturan peru

Bagian

Pemerintah Kota Baubau.

dilaksanakan oleh seluruh unit
3aubau.

dikoordinasikan oleh unit kerja
an fungsi yang bersangkutan.

in dilaksanakan  berdasarkan
ndang-undangan.

'Kedelapan

Manajemen Perubahan

Pa!
Manajemen perubahan sjb

sal 28

. agaimana dimaksud dalam Pasal

21 huruf g bertujuan meningkatkan kualitas Layanan SPBE

melalui pengendalian per

Manajemen
perencanaan, analisis,

perubahan

\bahan yang terjadi dalam SPBE.

dilakukan melalui
pengembangan,

proses
implementasi,

Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE terhadap perubahan

SPBE.




(3)

(4)
()

(1)

(1)

(2)
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Manajemen perubahan sefbagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di Pemerintah Kota
Baubau yang menyelenggarakan Layanan SPBE.

Manajemen perubahan dikoordinasikan oleh tim koordinasi.

Manajemen perubahan dilaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

berdasarkan

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 29

sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 huruf h | bertujuan untuk menjamin
keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan
SPBE kepada Pengguna S}%BE.

Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui proses
pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE,
dan pengelolaan Aplikasi SPBE.

Manajemen Layanan SPB

Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan oleh unit kerja
sesuai dengan tugas |dan fungsinya masing-masing
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6).

Manajemen Layanan SPBE dikoordinasikan oleh tim
koordinasi.

Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

B

AB V

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pa

Audit Teknologi
secara berkala untuk

Informasi

al 30

dan Komunikasi dilakukan
memastikan keandalan dan

keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi.

Audit Teknologi Informasi

dan Komunikasi terdiri atas:

a. audit Infrastruktur SPBE;

b. audit Aplikasi SPBE;

c. audit Keamanan SPB

dan
E.

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2}
teknis pada :

a. penerapan tata ke

informasi dan komurlikasi;
1

b. fungsionalitas tekno

¢. kinerja teknologi informasi

dihasilkan; dan

meliputi pemeriksaan hal pokok
lola dan manajemen teknologi

gi informasi dan komunikasi;

dan komunikasi yang

d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.




(4)

(1)

(2)

(1)

(6)
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Pasal 31

Audit Teknologi Informas
oleh tim auditor di baw
membidangi sistem penger

Tim auditor sebagaim

i dan Komunikasi dilaksanakan
vah koordinasi unit kerja yang
1dalian internal pemerintah.

a dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputu}san Wali Kota.

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan
paling sedikit 1 {satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan

berdasarkan ketentuan pe

PENYELEN

BaB

aturan perundang-undangan.

VI
GGARA SPBE

Pasal 32

Untuk meningkatkan kete

rpaduan pelaksanaan Tata Kelola

SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi
dan Komunikasi, serta Pemantauan SPBE dan Evaluasi
SPBE, dibentuk tim koordinasi sebagai penyelenggara SPBE
di Pemerintah Kota Baubau.

Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat

ditetapkan oleh Wali Kota.

(1)

BAB VII
PEMANTAUAN SPBE DAN EVALUASI SPBE

Pasal 33

Pemantauan SPBE dan Ev

a. mengetahui capaian

aluasi SPBE bertujuan untuk:
kemajuan pelaksanaan SPBE di

Pemerintah Kota Baubau; dan

b. memberikan saran perbaikan yang berkesinambungan

untuk peningkatan

kualitas pelaksanaan SPBE di

Pemerintah Kota Baubau. -

Pemantauan SPBE dan
dimaksud pada ayat (1) di
kali dalam 1 (satu) tahun.|

Pemantauan SPBE dan
pedoman evaluasi SPBE.

Evaluasi SPBE sebagaimana
laksanakan paling sedikit 1 {satu)

Evaluasi SPBE didasarkan pada

Pemantauan SPBE dan Ewvaluasi SPBE dilaksanakan oleh

tim koordinasi sebagaim

1a dimaksud dalam Pasal 32.

Dalam pelaksanaan teknii Pemantauan SPBE dan Evaluasi

SPBE sebagaimana dima

sud pada ayat (4), dibentuk tim

asesor internal yang ditetapkan oleh Wali Kota Baubau.

Hasil Pemantauan SPBE
dimaksud pada ayat (2)

dan Evaluasi SPBE sebagaimana
disampaikan kepada Wali Kota

Baubau melalui tim koordinasi.




I
Diundangkan

pada tahggal,

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,

SIT{I MUNAW

BERITA D!ilERAH
I

|
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Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai SPBE tercantum dalam
Lampiran yang merupakan b.‘agian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini. ’

BA& VII

KETENTUAN ' PENUTUP

Pasali 35

Peraturan Wali Kota ini ‘mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. ’

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota  ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

D;itetapkan di Baubau
pada tanggal, § Agustus 2023

“}ALI KOTA BAUBAU,

A ODE AHMAD MONIANSE

di Baubau
f Aeusivs 2023

TPARAF KOORDINASL T
N, | TSTAISYGNIT ERTA | PARAF 4

g
Aaseyy [
lA- Kominveo
lesgao- Hpum

T oy

o

KOTA BAUBAU TAHUN 2023 NOMOR .68
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LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR ..... TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
|

KEBIJAKAN INTERNAL
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BAB

| PENDAHULUAN
|

A. Latar B:elakang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Non:lor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE, di Instansi
Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang
efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas
pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE |dapat berjalan untuk mencapai
tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui
sejauh m:fma kemajuan dari pelaksanaan SI‘BBE di setiap Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah. |

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Permen PANRB 59/2020}) membagi
proses pemantauan dan evaluasi ke dalam 47 indikator. Pada aspek kebijakan
internal SPBE dinyatakan ada 10 (sepuluh) kebijakan internal yang harus

dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Da|erah.

Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut Pemerintah Kota Baubau, sebagai
salah satu Pemerintah Daerah dalam pehyelenggaraan SPBE, menyusun
kebijakan internal tata kelola SPBE sesuai dengan amanat dari Permen PANRB
59/2020, yang selanjutnya disebut sebagai Kebijakan Internal SPBE Pemerintah
Kota Baubau. !

B. Maksud dan Tujuan

Kebijalf::an internal SPBE disusun dengan maksud memberikan landasan
pelaksanaan proses tata kelola SPBE dan manajemen SPBE di lingkungan
Pemerintah Kota Baubau.

Kebijakan internal SPBE Kota Baubau dis;usun dengan tujuan agar proses
tata kelola dan manajemen dapat berjalan terpadu, efektif dan efisien dalam
mewujudkan tujuan dari pelaksanaan SPBE). |

C. RuangLingkup
Ruang lingkup Kebijakan Internal SPBE Pemerintah Kota Baubau meliputi 10

(Sepuluh) [unsur, antara lain:

Arsitektur SPBE;

Peta {Qencana SPBE;

Manajemen Data;

Pembangunan Aplikasi SPBE;

A
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Layanaim Pusat Data;

Layana;n Jaringan Intra;

Penggtinaan Sistem Penghubung Layanan;

Manajemen Keamanan Informasi; |

CRECE I

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK), dan
10. Penyelenggara SPBE.

D. Referensi

Kebijakan Internal SPBE Pemerintah Kota Baubau disusun atas dasar

referensi sebagai berikut: ‘ !

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan
dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembanglunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

4. Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Pedoman Manajemen Keamanan Informasi|Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik Dan Standar Teknis Dan |Prosedur Keamanan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik.

5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman
Tekniks Pelaksanaan Pemantauan dan Evalua51 Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik.

|
6. Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 474 /X /2022 tanggal 24 oktober 2022
tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Baubau tahun 2022.

BAB 11
i PERNYATAAN KEBIJAKAN INTERNAL

A. Arsitektur SPBE

Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Pemerinltah Kota Baubau bertujuan untuk
memberikan landasan penyusunan Arsitektgﬁr SPBE dan berlaku mengikat
seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Baubau.

Kebijakan 'internal Arsitektur SPBE Pemerintah Kota Baubau harus direviu dan
d1eva1ua31|secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Arsitektur
SPBE d1tuangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi dan dapat
d1t1nda1dan_1ut1 dengan kebijakan baru.

Arsitektur SPBE Pemerintah Kota Baubau adalah kerangka dasar yang
mendeskripsikan integrasi proses bisnis, Idata dan informasi, aplikasi,
infrastruktur dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan yang
terintegrasi. Arsitektur SPBE juga membenkan panduan dalam melaksanakan
integrasi proses bisnis, data dan mforma31 aplikasi, infrastruktur, dan
keamanan SPBE untuk menghasilkan operasional layanan yang terpadu.
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Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Referensi Arsitektur SPBE Nasional. Referensi
Arsitektur SPBE Nasional yang dimaksud, mencékup.

Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB);
Referensi Arsitektur Data dan Informasi [RAD;);
Referensi Arsitektur Layanan (RAL);
Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA);
Referenéi Arsitaktur Infrastruktur (RAI};dan

Referensi Arsitektur Keamanan (RAK]).

|
|
|

A o e

Arsitektur SPBE  Pemerintah Kota Baubau, mencakup semua domain
arsitektur SPBE antara lain: f

Domain|Proses Bisnis;
Domain|Data dan Informasi; l

Domain Layanan; }
Domain Aplikasi;
Domain! Infrastruktur SPBE;dan

|
Domain Keamanan SPBE. ’r

A e

Arsitektur SPBE Kota Baubau harus tenqtegram Integrasi yang dimaksud
mencakup' integrasi antar Pemerintah Kota Baubau, antar kementerian,
dan/atau antar pemerintah Kota Baubau dengarn Instansi Pusat.

Arsitektur SPBE di susun oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi
komun1kas1 dan informatika, berkoordinasi dengan seluruh OPD di lingkungan
Pemenntah Kota Baubau. Arsitektur SPBE d1tetapkan oleh Wali Kota untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun.

Arsitektur SPBE direviu dan dievaluasi secara periodik, minimal pada paruh
waktu dan tahun terakhir pelaksanaan ataIu sewaktu-waktu sesuai dengan
kebutuhan. Reviu arsitektur SPBE dilakukan atas dasar:

1. Perubahan Arsitektur SPBE Nasional,; |
2. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;

3. Perubahan rencana dan anggaran SPBE, Proses Bisnis, Data dan Informasi,

Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan SPBE;
serta

4. Perubahan rencana pembangunan jangka n}'enengah daerah.

B. Peta Rencana SPBE ’

Kebuallcan Internal Peta Rencana SPBE Pemerindah Kota Baubau bertujuan
untuk memberikan landasan penyusunan Peta Rencana SPBE dan berlaku

mengikat |seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota
Baubau.

Kebijakan internal Peta Rencana SPBE direviu dan dievaluasi secara periodik.
Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal| Peta Rencana SPBE dituangkan

dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan
kebijakan baru. r

Peta Rencana SPBE adalah dokumen |yang mendeskripsikan arah dan
langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi. Peta Rencana SPBE
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bertujuan| untuk memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana dan
Anggaran Tahunan SPBE Pemerintah Kota Baubau.

Peta Rencana SBPE Daerah disusun atas dasar Peta Rencana SPBE Nasional,
Arsitektur| SPBE Kota Baubau, Rencana Pembaﬁlgunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Strategis OPD.

| -

Peta Rencana SPBE memuat aspek Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE,
Layanan SPBE Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit
TIK. |

|

Peta Rencana SPBE menjamin keselarasan dengan Peta Rencana SPBE
Instansi Pusat/ Pemerintah Kota Baubau dan Peta Rencana SPBE Nasional.

Peta Rencana SPBE disusun oleh Organisasi
membidangi komunikasi dan informatika,
Orgamsam Perangkat Daerah di lingkung
Rencana SPBE ditetapkan oleh Wali Kota Ba
tahun. |

Perangkat Daerah yang
berkoordinasi dengan seluruh
Pemerintah Kota Baubau. Peta
1bau untuk jangka waktu 5 (lima)

Peta Rencana SPBE direviu dan dievaluasi secara periodik, minimal pada
paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan
kebutuhal:l. Review Peta Rencana SPBE dilakukan atas dasar:

1. Perubahan arsitektur SPBE Pemerintah Kota Baubau;
2. Perubal‘han Peta Rencana SPBE Nasional;
3.
4

Perubahan rencana strategis OPD; dan/atau
|
. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Kota Baubau.

C. ManajeTmen Data
KebljalLan Internal Manajemen Data Pemerintah Kota Baubau bertujuan
untuk memberikan landasan manajemen data dan berlaku mengikat seluruh
Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Baubau.

Kebijakan internal Manajemen Data direviu dan dievaluasi secara periodik.
Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Manajemen Data dituangkan dalam
bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan
kebijakan baru.

Manajemen Data dilakukan untuk menj
rnutad‘:hir,I terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan,
pelaksana:an evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah. Manajemen
Data Kota Baubau dltu_]ukan untuk mewﬁ_]udkan Satu Data Daerah dan
mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia.

in terwujudnya data yang akurat,

Sasaran Manajemen Data Pemerintah Kota

; Memalllami kebutuhan informasi;

Akurasi data, Integritas data, Integrasi d
. .

dan penyajian data, Relevansi dan keguna

bersama atas definisi data;

Untuk | memastikan privasi dan kerahasia

Baubau adalah:

. Mendapatkan, menyimpan, melindungi, dan memastikan integritas aset data;
. Meninglgkatkan kualitas data dan informasi

secara terus-menerus, antara lain:
ta, Ketepatan waktu pengambilan
data, Kejelasan dan kesepakatan

, dan untuk mencegah pihak yang

tidak berwenang atau penyalahgunaan data dan informasi; dan

Untuk.memaksimalkan penggunaan dan hasil yang efektif terhadap aset data

dan informasi.
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Manajemen Data Pemerintah Kota Baubau mengatur rangkaian proses

pengelolaarll:

Arsitektur data,;

Data induk;

Data ref;erensi;

Basis dalta;

Kualitas data; dan

Interoperabilitas data.

A o

Pengaturan tentang Manajemen Data Pemerintah Kota Baubau dituangkan
dalam bentuk Pedoman Manajemen Data. Pedoman Manajemen Data di susun
oleh Orgamsa31 Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika,
berkoordma51 dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan
Pemermtah Kota Baubau.

Pedoman Manajemen Data Daerah d1tetapkan oleh Wali Kota Baubau.
Pedoman Manajemen Data disusun atas dasar| pedoman Manajemen Data SPBE
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan/ atau
standar/ best practice yang berlaku.

Pedoman Manajemen Data Daerah direviu dan dievaluasi secara periodik
setiap tahtlm, atau sewaktu-waktu jika ada perubahan kebutuhan atau referensi
dalam penyusunannya.

D. Pembangunan Aplikasi SPBE

Kebljakan Internal Pembangunan Aplikasi | Daerah mengatur tentang siklus
Pembangunan Aplikasi, bertujuan untuk; memberikan landasan dalam
pembangu'nan aplikasi dan berlaku mengikat seluruh Organisasi Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Baubau.

Kebijakan internal Pembangunan Aplikasi Daerah direviu dan dievaluasi
secara perlodlk Hasil reviu dan " evaluasi kebgakan internal Pembangunan
Aplikasi Daerah harus dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi

dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan ba{u
Pembangunan Aplikasi SPBE Pemerintah Kota Baubau harus sesuai dengan

Arsitektur, SPBE  khususnya Domain Aplikasi. Pembangunan Aplikasi SPRE
harus mengikuti standar teknis dan prosedur pembangunan (siklus
pembangunan) aplikasi yang lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku dan/ atau standar/ best practice yang berlaku.
Standar teknis dan siklus pembangunan aphka31 SPBE dituangkan dalam bentuk
Pedoman Pembangunan Aplikasi SPBE Pemerintah Kota Baubau, yang
mencakup:

i
1. Perencanaan;
Analisis;
Desain;

Implen.lentasi; dan

AR B

Pemelilharaan
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|

|
Pedoman Pembangunan Aplikasi Daerah disusun oleh Organisasi Perangkat
Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika. Pedoman Pembangunan
Aplikasi SPBE ditetapkan oleh Wali Kota Baubau. Pedoman Pembangunan

Aplikasi SPBE direviu dan dievaluasi secara per odik.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan
aplikasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Baubau harus melaksanakan
proses konsultasi terkait siklus Pernbanz«t_z;ur.lrcm| Aplikasi SPBE dengan Orgamsas1
Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK. menjamin
keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi SPBE di lingkungan
Pemerintah Kota Baubau.

E
Aplikasi SPBE yang telah dibangun harus |didaftarkan dan disimpan pada
repositori Aplikasi SPBE Pemerintah Kota Baubau beserta dengan kode sumber
dan dokumentasinya.

E. Layanan Pusat Data |

Kebijakan Intermal Layanan Pusat Data bertujuan untuk memberikan
landasan penyelenggaraan layanan pusat data di lingkungan Pemerintah Kota
Baubau.

Kebijakan Internal Layanan Pusat Data harus direviu dan dievaluasi secara
periodik. [Hasil reviu dan evaluasi Kebijakan Internal Layanan Pusat Data.
dituangkan dalam bentuk laporan hasil |reviu dan evaluasi dan dapat
ditindakla'njuti dengan kebijakan baru.

Layanan Pusat Data Pemerintah Kota Baubau disediakan untuk memfasilitasi
penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan
penempatan, penyimpanan dan pengeolahan data serta pemulihan data.

Layanan Pusat Data diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang
membidangi komunikasi dan informatika.

Layanan Pusat Data dapat disediakan dalam bentuk swa kelola/mandiri dan/
atau memanfaatkan Layanan Pusat Data Nasional dengan prinsip berbagi pakai.
Layanan Pusat Data Pemerintah Kota Baubau harus memiliki interkoneksi
dengan Pusat Data Nasional/Pusat Data Instan51 Pusat/Pusat Data Pemerintah
daerah lain.

Agar penggunaan Layanan Pusat Data berﬁa.lan efektif dan dapat digunakan
oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah| di lingkungan Pemerintah Kota
Baubau, penyelenggara Layanan Pusat Data menyusun prosedur pengoperasian
baku (SOIP) Layanan Pusat Data. SOP Layan'an Pusat Data Pemerintah direviu

dan dievaluasi secara periodik. ‘

Layanan Pusat Data digunakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota Baubau. Penggunaan Layanan Pusat Data harus

direviu dan dievaluasi secara periodik.

F. Layanan Jaringan Intra

Kebljakan Internal Layanan Jaringan [Intra Pemerintah Kota Baubau
ber’cujuanI untuk memberikan landasan penyelenggaraan Layanan Jaringan Intra
dan berlaku mengikat seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kota Baubaul.

Kebijakan internal Layanan Jaringan Intra d1rev1u dan dievaluasi secara periodik.
Hasil reviu dan evaluasi kebl_]akan internal Layanan Jaringan Intra dituangkan
dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan
kebijakan baru.
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Jaringan Intra (intranet) adalah jaringan tertutup antar simpul jaringan di
dalam lingkungan Pemerintah Kota Baubau, yang digunakan sebagai sarana
pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah dengan
aman.

Layanan Jaringan Intra digunakan oleh selJJruh Organisasi Perangkat Daerah
di lmgkungan Pemerintah Kota Baubau. Layanan Jaringan Intra harus memiliki
1nterkoneks1 dengan Layanan Jaringan Intra Pemerintah dan Jaringan Intra
Instansi Pusat/ Pemerintah daerah lain. |

Layanan Jaringan Intra diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah
yang membidangi komunikasi dan mformat:ka Layanan Jaringan Intra untuk
keperluan khusus dapat diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah

tertentu atas ijin dan koordinasi dengan penyelenggara Layanan Jaringan Intra
Pemenntah Kota Baubau. Layanan Jaringan I
menggunakan jaringan fisik yang dibangun
layanan _]armgan

Penyelenggara Layanan Jaringan Intra

ntra sebagaimana dimaksud dapat

Eendm, dan/ atau penyedia jasa

|menyed1akan SOP Penggunaan

Layanan Jaringan Intra. SOP Penggunaan dan Layanan Jaringan Intra direviu
dan dievaluasi secara periodik. Hasil review dan evaluasi terhadap Layanan
Jaringan Intra dapat ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan Layanan Jaringan

Intra.

G. PenggLilnaa_n Sistem Penghubung Layanan

Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kota

Baubau bertujuan untuk memberikan

penggunaan Sistem Penghubung Layanan dan

lingkungaln Pemerintah Kota Baubau.

Kebl_]akan internal Layanan Penggunaan Si
dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu
Pengguneﬂan Sistem Penghubung Layanan d
hasil rev1u dan evaluasi dan dapat ditindaklan;

landasan penyelenggaraan dan
berlaku mengikat seluruh OPD di

stem Penghubung Layanan direviu
dan evaluasi kebijakan internal
ituangkan dalam bentuk laporan
uti dengan kebijakan baru.

Slstern Penghubung Layanan merupakan

untuk melakukan pertukaran layanan SPBE

perangkat integrasi/ penghubung
Penyediaan Sistem Penghubung

Layanan ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pembangunan dan
pengembalmgan dan integrasi Layanan SPBE.

Slstem Penghubung Layanan Pemerintah Kota Baubau diselenggarakan oleh
OPD yang membidangi komunikasi dan informatika. Dalam menyediakan Sistem
Penghubung Layanan, penyelenggara wajib r‘nenerapkan standar iteropabilitas,
standar keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang
berlaku, dan akses melalui Jaringan Intra Pern:erintah Kota Baubau.

Sistem Penghubung Layanan Pemerin‘éah Kota Baubau sebagaimana
dimaksud menyediakan:

1.
2.
3.

Jalur/bus yang dapat diakses secara multi point;

Metadata repository;dan

Service directory.

Sistem Penghubung Layanan dapat dlgunakan oleh seluruh OPD di
lingkungan Pemerintah Kota Baubau. Sistemn Penghubung Layanan memiliki
interkoneksi (keterhubungan) dengan Sistem |Penghubung Layanan Pemerintah.
Agar Sistem Penghubung Layanan dapat digunakan dengan efektif, maka
penyelenggara Sistem Penghubung Layanan menyusun SOP Sistem Penghubung
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Layanan yang dapat dijadikan standar bakul

Layanan untuk integrasi layanan SPBE.

SOP dan Sistem Penghubung Layanan d1re
Hasil remew dan evaluasi dapat ditindaklanj

penyempumaan SOP dan Sistem Penghubung

H. Manajemen Keamanan Informasi

Kebl_]akan Internal Manajemen Keamar

penggunaan Sistem Penghubung

viu dan dievaluasi secara periodik.
thl dalam bentuk perbaikan atau
Layanan Pemerintah Kota Baubau.

an Informasi bertujuan untuk

memberikan landasan penyelenggaraan manajemen keamanan informasi dan
berlaku rrllenglkat seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Baubau.

Kebijakan internal Manajemen Keamanan
secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi

Informasi direviu dan dievaluasi
i kebijakan intermal Manajemen

Keamanan Informasi dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi

dan dapalla ditindaklanjuti dengan kebijakan b

Informa.

Sistem Manajemen Keamanan

keberlangsungan SPBE dengan meminima

informasi:

. | . :
Sistem Manajemen Keamanan Informasi me

Penetapan ruang lingkup;
Peneta!pan penanggung jawab;
Perencianaan;

Dukurllgan pengoperasian;

Evaluasi kinerja; dan

A o

Perbaii«:a.n berkelanjutan terhadap Keamans

U
si dilakukan untuk menjamin
\lkan dampak risiko keamanan

ncakup:

an Informasi dalam SPBE.

Sistem Manajemen Keamanan Informasi harus diterapkan di semua OPD di

11ngkungan Pemerintah Kota Baubau.

Pelaksanaan Manajemen Keamanan Informasi dilaksanakan berdasarkan

Pedoman: Manajemen Keamanan Informasi
peraturan perundangan yang berlaku.

Organ'isasi Perangkat Daerah yang membi
bertan ing jawab menyelenggarakan Sistem
11ngkungan Pemerintah Kota Baubau.

Sistemm Manajemen Keamanan Informasi h

periodik. ’

I. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

SPBE sesuai dengan ketentuan

dangi Komunikasi dan informatika
Manajemen Keamanan Informasi di

arus direviu dan dievaluasi secara

(TIK)

Kebijakan Internal Audit TIK bertujuan untuk memberikan landasan cakupan
dan pelalfsmlaan Audit TIK di lingkungan Pemerintah Kota Baubau.

Kebijalkan internal Audit TIK direviu dan dl?valuasi secara periodik. Hasil reviu
dan evaluasi kebijakan internal Audit TIK dituangkan dalam bentuk laporan hasil

reviu danl evaluasi dan dapat ditindaklanjuti d

engan kebijakan baru.

Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi

bukti secara objektif terhadap aset teknologi
tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaic
komunikasi dengan kriteria dan/atau standar

informasi dan komunikasi dengan
an antara teknologi informasi dan
vang telah ditetapkan.
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I

Audit TI'K mencakup:
1. Audit In:frastruktur SPBE;
2. Audit Aplikasi SPBE; dan
Audit Kelea_manan SPBE.
Audit TIK meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
Peneraﬂan tata kelola dan manajemen TIK;
Fungsic;nalitas TIK; r

@

Kinexja|TIK yang dihasilkan; dan |

ol

Aspek ’I:‘IK lainnya.

Audit TIK dilaksanakan oleh lembaga audit TIK pemerintah atau lembaga
pelaksana| Audit TIK yang terakreditasi sestiai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pelaksanaan Audit TIK dikoordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah
yang membidangi komunikasi dan informatika!- berkoordinasi dengan Inspektorat
Daerah.

Audit TIK dilaksanakan berdasarkan kebija_Lan umum penyelenggaraan Audit
TIK yang diatur dalam Peraturan Menteri | yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Audit ’i‘IK dilaksanakan setiap tahun. Hasil Audit TIK ditindaklanjuti dalam
kerangka perbaikan TIK untuk meningkatkan 1;<ualitas Layanan SPBE.
|

J. Tim Koordinasi SPBE }

Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBEl Kota Baubau bertujuan untuk

memberikan landasan pembentukan dan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi
SPBE.

Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBL: direviu dan dievaluasi secara
periodik. |Hasil revin dan evaluasi kebgaka#n internal Tim Koordinasi SPBE
dituangkan dalam bentuk laporan hasil 'reviu dan evaluasi dan dapat
ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Tim Koordmas1 SPBE adalah tim yang dibentuk untuk meningkatkan

keterpaduan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Kota
Baubau.

Tim Koordinasi SPBE terdiri atas:

1. Pengarah yang dijabat oleh Wali Kota Baubau;
|

2. Koordinator yang dijabat oleh Sekretaris Daerah;

3. Penanggungjawab percepatan SPBE yang dijabat oleh para Asisten
Pemerintahan Umum dan Kesra Setda Kota Baubau;

4, Penanggun.awab manajemen layanan dan aset TIK, manajemen data,
aplikasi dan infrastrutur SPBE, mana_]emen pengetahuan dan manajemen
keamanan informasi yang d1_]abat oleh Kepelila Dinas Informasi dan komunikasi
Kota Baubau,;

5. Penanggun.awab penganggaran dan perencanaan SPBE yang dijabat oleh
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta Kepala Bappeda
Kota Baubau;

6. Penanggungjawab SDM yang dijabat oleh Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Kota Baubau;
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7. Penanggungjawab Transformasi proses bisnis digital dan manajemen resiko

yang dijabat oleh Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Baubau;

8. Tim Pelaksana vang diketuai oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Baubau dan beranggotakan Kepala Bagian dan Kepala Bidang OPD
lingkup|Pemerintah Kota Baubau.

Tim Koordinasi SPBE memiliki tugas sebagail berikut:

1. Mengkoordinasikan, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi
pelaksanaan SPBE, dalam rangka menduﬁung penerapan SPBE di seluruh
Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Baubau; dan

2. Melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional untuk
pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas| Pemerintah daerah dan Instansi
Pusat, dalam rangka mendukung penerapan SPBE antara Pemerintah daerah
dengan'Pemenntah daerah lain, dan dengan instansi pusat.

3. Melaksanakan perumusan kebijakan dan pe! erapan SPBE.

Tim Koordinasi SPBE membuat program kerja dalam menjalankan tugasnya,
dan rnensosmhsasﬂcannya kepada seluruh Orgamsas1 Perangkat Daerah. Tim
Koordinasi SPBE Kota Baubau ditetapkan oleh Wali Kota.

Dalam melaksanakan evaluasi dan monitoring internal pelaksanaan SPBE,
Tim Koordinasi SPBE dapat membentuk Tim Asesor Internal SPBE. Susunan dan
tugas Tim| Asesor Internal SPBE Pemerintah Kota Baubau ditetapkan oleh Wali
Kota. '

WALI KOTA BAUBAU,

| ODE AHMAD MONIANSE




